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abstrak A. Nama : Hendra Supardi Johan B, N.LM : 205080008 C. Judul
Skripsi: Tanggungjawab Hukum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Terhadap Penyediaan Ruang Terbulka Hijau Ditinjau
Dari Peraturan Daerah Nomor & Tahun 1999 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Daerah Khusus lbukota Jakarta D. Halaman @ ix + 122
+ 24 + 2009 E, Kata Kunci: Tanggungjawab Hukum, Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, Penyediaan Ruang Terbuka
Hijau, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 19299 F, Isi Abstralk : DKI
Jakarta sebagai Ibukota Negara yang sejajar dengan kota-kota di
dunia yang secara terus-menerus meningkackan kualitas lingkungan
hidup dalam menghadapi perubahan iklim pada saat ini, maka
penyediaan RTH merupakan hal yang sangat penting untuk
dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKl Jakarta. Dalam
penyediaan RTH tersebut dapat ditemukan hambatan-hambatan
yang seharusnya dapat diupayakan terselesaikan oleh Pemerintah
Provinsi DKl Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
normatif yang ditunjang pula dengan wawancara yaitu metode
penelitian sosiclogis empiris. Data memperlihatkan luas RTH di DKI
Jakarta belum memenuhi target yang telah ditetapkan Peraturan
Daerah Momor & Tahun 1929, hal ini dapat menghambat
terpenuhinya target RTH dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun
2007, RTH dibagi menjadi dua yaitu RTH publik dan RTH privat.
Penyediaan RTH publik merupakan tanggungjawab dari Pemerintah
Provinsi DKl Jakarta, sedangkan penyediaan RTH privat dilaksanakan
oleh pihak swasta namun pembangunannya diawasi oleh
Pemerintah Provinsi DKl Jakarta melalui Dinas Penataan dan
Pengawasan Bangunan DKl Jakarta. Upaya-upaya penyediaan yang
dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut belumlah
memberikan hasil yang maksimal. 5ebaiknya Pemerintah Pusat
membentuk Peraturan Pemerintah untuk Undang-undang Nomor 26
Tahun 2007 sehingza dapat memberikan sanksi yang tegas bagi yang
melanggar dan Pemerintah Provinsi DKl Jakarta dapat pula
melibatkan masyarakat dan swasta dalam penyediaan RTH di DKI
Jakarta. G. Daftar Acuan : 24 (1954-2009) H. Dosen Pembimbing :
Muhammad Abudan, 5.H., M.H. . Penulis : Hendra Supardi Johan



